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kepastian hukum merupakan kegentingan, sementara MK sebelumnya
mewajibkan perbaikan UU Cipta Kerja dilakukan melalui mekanisme
legislasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya otoritas
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, karena
putusannya yang bersifat final dan mengikat tidak diindahkan. Hal ini
berdampak pada menurunnya kepastian hukum serta mencederai prinsip

checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Presiden dan Pemerintah Penggunaan kewenangan penerbitan Perppu
harus dilakukan secara hati-hati dan hanya dalam keadaan darurat hukum
yang benar-benar memenuhi parameter “kegentingan yang memaksa”
sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi.Pemerintah  perlu
menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan utama dalam
setiap kebijakan konstitusional, agar tidak terjadi pengabaian terhadap
supremasi konstitusi.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR perlu memperkuat fungsi
pengawasan dengan lebih kritis dalam proses pengesahan Perppu menjadi
undang-undang, sehingga tidak terjadi legitimasi terhadap praktik
penggunaan kewenangan eksekutif yang berlebihan. DPR juga harus
memastikan bahwa kewenangan legislasi tidak tereduksi oleh dominasi

eksekutif melalui penggunaan Perppu.






